
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 3 ~ TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR
NOMOR 12 TAHUN2019 TENTANGPELIMPAHANSEBAGIAN
KEWENANGANBUPATISELAKUPEMEGANGKEKUASAAN

PENGELOLAANKEUANGANDAERAHKEPADAKEPALAPERANGKAT
"DAERAHPENGELOLAPENDAPATANASLIDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah
yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi
daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12
Tahun 2019 ten tang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala

Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan AsHDaerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas



, ,

Undang-Undang 54 Tabun 1999 tentang
Pembentllkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro -Jarnbi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Tirrrur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4248);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahtrn 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

[Lernbar'a.r hegara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor ~5, \'fambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan
MenteriDalamNegeriNomor 120Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor157);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung -Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerab

(Lembaran Daerab Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tabun 2014 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2012 Nornor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerab Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

(LembaranDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 Nomor2);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lain-lain Pendapatan

\

Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung TimurTahun 2017 Nomor6);

19.Peraturan Daerab Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten
TanjungJabung TimurTahun 2019 Nomor6);

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39

Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk
melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2014 Nomor39);

21, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada
Kepala Perangkat Daerab Pengelola Pendapaan Asli
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
TimurTahun 2019 Nomor12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR
12 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI
KEKUASAAN PENGELOLAAN

SELAKU PEMEGANG
KEUANGAN DAERAH

KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
PENDAPATANASLI DAERAH.

PasalI

Menambah Jenis Kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman dan Kecamatan Se Kabupaten Tanjung Jabung

Timur yakni Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal , .J LI L-; 2019
BUPATITANJ'"

I
I '.1 I, I

Diundangkan di Muara Sabak
, ,

pada tanggal I .jUt.,I 2019

SEKRET-:AWSDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,
f
/



.' . LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR?'5 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH JENIS KEWENANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
DILIMPAHKAN

1 2
3

1. RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH 1. Pendapatan BLUD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN 1. Retribusi Pelayanan KesehatanTANJUNG JABUNG TIMUR 2. Pendapatan Dari Dana Kapitasi JKN dan FKTP

3. DINAS PERHUBUNGAN 1. Retribusi Terminal
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

3. Retribusi Penzuiian Kendaraan Bermotor
4. Retribusi Ternpat Khusus Parkir
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4. DINAS PERINDUSTRIAN DAN 1. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG 2 Retribusi Pelayanan Pasar
JABUNG TIMUR 3. Retribusi Tera/Tera Ulang

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir

5. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 1. Retribusi Tempat Pelelangan
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2. Retribusi Rumah Potong Hewan

3. Penjualan Hasil Petemakan
4. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

tentang Penertiban Hewan

6. DINAS PERIKANAN Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1. Penjualan Hasil Benih Perikanan

7. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, 1. Retribusi Tempat Rekreasi dan OIah Raga
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 1. Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah (alat berat)
RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
TIMUR

9. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTl Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1. Penjualan Hasil Benih Pertanian

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP , "K<tribusi Kebersihan / Persampahan- .
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

11. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2. Retribusi Izin Mendirikan Banzunan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
3. Penjualan Hasil PDAM

t§l DINAS KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA 1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
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NO SDD
1 2 JE.NIs KBWBlfAllGAN PAD YAIIO DILDIPA8.KAlf

3
13. BADANKEUANGANDAERAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. P~ak Hiburan
4. Paj_ak:RekIame

6 P~ak Air Tanah
5 P~ak PeneJlU!gan Jalan

8 Pa_j_akMineral Bukan_ Logarndan Batuan
7 P~ak Saran__g Burung Walet

10 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
9 PBB Perdesaan dan Perkotaan
lMINERB~

-:,(BPHTBl

12. Retribusi Pen__gin~pan/PeS8.t!ggrahan/Villa
11. Retribusi Pemakaian .Kekayaan Daerah

13. B~ Laba Pen_yertaan Modal Milik Daerah jBUMDl
14. Pend~tan Hasi! Penjualan Aset Daerah_.Yan_g

tidak ~sahkan
15. Pend~atan Penerimaan Jasa Giro

17. Pend~atan Denda atas Keterlambatan
16. Pend~patan BUJ:!gaD~sito

18. Pendapatan Eksekusi Atas Jaminan Pelaksanaan
Pek~rj_aan

Pelaksanaan Pekt:!iaan

20. Pendapatan dan Angsuran 1Cicilan Penjualan
19. Pend~tan dan Pe~embalian

Kendaraan Bermotor

14. KECAMATANSE KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Retribusi IzinMendirikan Bangunan

BUPATITANJ JABUNG TIMUR,


